PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP 

REKLAMASI LAHAN BEKAS TAMBANG TIMAH  









Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab 
sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:  
1. Dinas Lingkungan Hidup sudah berperan dalam upaya 
mewujudnya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang timah 
dengan melakukan kunjungan secara langsung khusus ke lokasi-
lokasi pusat tambang timah yang ada di Kecamatan Damar 
Kabupaten Belitung Timur untuk melihat bagaimana penerapan 
teknologi dalam melakukan kegiatan tambang timah dalam 
rangka mencegah adanya kecelakaan tambang dan kerusakan 
lingkungan, tetapi dalam kenyataan di lapangan, walaupun 
Dinas Lingkungan Hidup sudah turun ke lapangan secara 
langsung, masih banyak para pelaku tambang yang tidak 
melaksanakan upaya reklamasi tersebut sesuai dengan aturan 
yang sudah ada. Faktanya pelaksanaan kegiatan reklamasi bekas 
lahan tambang timah di Kabupaten Belitung Timur di 
Kecamatan Damar hanya dapat mencapai 3% - 7% dari 31.000 
hektar. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan 
kemampuan dalam upaya pelaksanaan reklamasi bagi pelaku 
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tambang timah illegal atau yang tidak mempunyai IUP, 
sedangkan bagi pelaku tambang timah legal atau yang sudah 
mempunyai IUP hanya berfokus pada pengejaran target 
produksi tanpa diiringi dengan percepatan pelaksanaan 
reklamasi lahan bekas tambang timah. Disisi lain, Dinas 
Lingkungan Hidup juga sudah melakukan berbagai cara seperti 
memberikan penyuluhan kepada para pelaku tambang terkait 
dengan pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang. Tetap saja 
para pelaku tambang belum bisa melaksanakan upaya reklmasi 
lahan bekas tambang timah secara maksimal.  
2. Adapun beberapa kendala yang dihadapi Dinas Lingkungan 
Hidup dalam upaya pelaksanaan reklamasi lahan bekas tambang 
timah bagi para pelaku kegiatan tambang timah yang illegal atau 
yang tidak mempunyai IUP adalah kurangnya pengetahuan dan 
tingkat kemampuan dalam hal upaya penerapan reklamasi lahan, 
dan juga kurangnya kesadaran lingkungan yang disebabkan 
tidak adanya pengetahuan para pelaku tambang dalam 
melaksanakan reklamasi lahan bekas tambang timah. Kendala 
lainnya yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup adalah bahwa 
para pelaku tambang timah yang mempunyai IUP hanya 
berfokus pada pengejaran jumlah target produksi tanpa diiringi 
dengan percepatan rehabilitas atau reklamasi lahan bekas 
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tambang timah sesuai dengan dokumen teknis rencana reklamasi 
dan rencana penutupan tambang.  
B. Saran 
Berkaitan dengan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan 
saran sebagai berikut:  
1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur perlu 
melakukan pengawasan intensif terhadap para pelaku tambang 
timah yang mempunyai IUP bahkan yang tidak memiliki IUP. 
2. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur perlu lebih 
cepat melakukan koordinasi internal dengan Kantor Cabang 
ESDM Belitung Timur.  
3. Dinas Lingkungan Kabupaten Belitung Timur perlu mengambil 
sikap tegas dalam penegakan aturan terkait dengan pelaksanaan 
reklamasi lahan bekas tambang timah terhadap para pelaku 
tambang yang memiliki IUP bahkan yang tidak memiliki IUP 
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